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BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PBRATtJRAN BtrPATJ LEBONG 
NOMOR 30 TAHON 2020 

TEHTANG 

TAT A CARA PEMDAGI.AN DAN PENET~Al'f RJNCL\N' DANA DESA S&TIAP 
DESA Dl KABUPATEN LEBONG TAH'Ulf ANGGA RAN 2020 

Menimbang 

MeJtgingaL 

DENO.AN RAHMAT 1'1.JHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ L£80NG, 

a . bahw.-i. berdasarkan Pa,aJ l2 o.y;i,l (I) Pcrnturan Pemerintah 
Nomor 60 Tuhu.n ·2014 tcnl~t'lg Oana ~~ VMg Bcrsumb¢r 
d:ni Anggaran Pcndapalan dan Bela nj:t Negl\fa sebag_aiman.i. 
tcla.h ~liubM 1er:tkhir lmli deng1u, PcratuN\n Pemcrint~h 
Nomor 8 iahun 2016 tentang Pcnib.-..h:m Kedua AUi.$ 
~raturi\.n Pemc:rin tah N<:1mQr 60 Tahurl 2014 tentang Dana 
Oesa Yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Neg.~r-, icnWn& D::m~ Oe!:lh. Yang Ber$limber dnri An&g<ll'nn 
t>end3P3tan dan lklanja Ne.gara, pcr-lu meneropkru'J rineian 
Dana Oe~a u ntuk t\eliap Desa; 

b, 00.hwa kcten1uo.n menee,nni peL1ksanaan penganggaron 
pcngalok~sian. penyah.traf\, penat.:&U$Qhaan, pedom~ 
pen8SW'aan, dan ptmantauan ~erw. cvah.i,u;i p,engclol:tan 
On.nn Oc~a dan pcny1dur:m & ntuan t.tmgsung 1\mui o~ 
telah dia tur tlalam ~raturnn Mcntcri Keua.l'\gan Nornor 
SO/PMf(.07 /2020 tentMtJJ Pen.tbaha.n Kedua Ata$ Pernturan 
Menteri Keu~ngan Nomor 20S/PMK,07 /?.019 l.tntarig 
Pengelol.3.an Oana lx$ei; 

c;. b:)bwa berdasarkan pertimbang3.11 selxigairnano, dim~ d 
pada burur a ~M huruf b di aw, pcrh.J. menetap~n 
Peraturo.n B~~~ Leobong 1:..n_ta.ng"'!~ta Carn P'emba;gian dan 
Pcnetapan ruucs.an ana -..csa ~uap Ocsa (Ii l<abu ten 
1,cbOn& 'J'ahun AnggtU'(l.11 2020. pa 

Undtulg-Undan& Nomor 9 'fahur1 1967 \en tang Pembentuka.n 
t. Provinsi Ben.gkulu (Lembaran Negara Republik lodonesi.Q 

TohU.n 1967 Nomor 19, Tamb;than k rnbo.ran N · 
Rep1.1blik Indonesia. Nomor 2828); egaro, 

2 . Undnog•UndanKg b ~!m,eonT' ·bo39 dTahKw,b 2003 t1mtMg 
PembCntu}cMi a I.Ir- la<; ng "-" a. upatcn l<epalf 
di p,.ovi11si Bengl<ulu (Lcmbaran Negara Rc-publik lndon:s? 
Tahun 2003 Noroor 154. Ta.mbaha."l Lembaran N 
Rep1.1blik Indonesia Nomor 4349); ega.ra l 

l 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679; 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Coro11J1 Vuus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka 
menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara .Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6415); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tuhun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 20 I 9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tohun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2019 
Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6321); 
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8. Peraturan Pemcrintah N'omor 60 Tahun 2014 tentang_ 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Jndone.-,ia Nomor 5558)1 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tent.ang Perubahan 
Kedua Atas- Peraturan Pemerintah Nomor 60 'fahun 2014 
(Lembarart Negara Repub1ik lndonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahnn t.embatan Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

9, Pcratumn Presidcn Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Ri.ncian Anggaran Pendapatar'I dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'f'ahun 2020 Nomor 94); 

10. Pcraturan Menteri Oalrun Negeri Nomor 80 l'ahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be.rita 
Negara Repubfik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2036). 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Oalam Negeri N'omor 120 Tahun 2018 temang 
Pembentukan Pr<>duk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Perat uran Mcnteri Dafam Ncge.ri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pcrubahan Pengclolaan Keuangan Oesa (Beri ta 
Negara Repub1ik Indonesia 'fahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigra3i Nomor t 1 Tahu n 2019 tenta.ng Priorita$ 
Penggunaan Oana Oesa. Tahun 2020 {Berita Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), 
sebagaimana telah bebera.pa kali diuba.h terakhir dcngan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua. Atas Peraturan .Menteri Desa ' 
Pembangunan Oaerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 
2020 Nomor 632); 

13. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan 
Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 500); 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Administrasi Pemerintahan Oesa (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten LebongTahun 2018 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Oaerah Kabupaten 
LebongTahun 2019 Nomor 5), 

I 
I 

l 



I 
I 

I 

I 

.I_ ""' .--....,, 
' ' 

I 

Menetapkan 

MEMUTUSK.Uf : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANO TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PEIIETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 

2020 

SABI 
KETENTUAN U~nn,I 

Pasal l 

Oalam Peratumn Bupati Lebongi.oi yang dimaksud dengan: . 
1. Oesa adalah Deaa dan Oesa Adat a.tau yang disebut <lengan nama lam, 

setanJulnya disebut Oesa, adalah kesatllan masyaro.ka t hukum yang 
memiliki batas wiJayah yang bcrwenang u.ntuk mcngatur dan menguru$ 
urusan pemerinta.han kepentingan masyarakat setempat berdasark~ 
prakarsa masyarakat, hak a.sat usul, dan/ata.u hak tradisional yang diakUJ 
d.m dihormati dalam sistem pem<:rin tahan Negara Kcsatua.n Republik 

lndonesia. 
2. Oana Ocsa adalah da.na yang bersumber dari Anggaran _f>endapatan da~ 

Bclanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang dltransfer melalu1 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Oacrah Kabup..'1.ten Lebong dan 
digunakan untuk membiayai penyelengg.araan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan. pembinaan kemasyarakatan, dan pembetdayaan 

masyarakat. 
3. Pemerintah Oesa adaJah Kepala Desa atau yang discbut dengan nama lain 

dibantu perangkat Dess sebagai unsur penyelenggara Pcmerintahan Ocsa; 

4. JumJah Desa adalah jumlah Oesa yang ditet.."\pkan oJeh Mentc:ri Dalam 

Negeri. 
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN 

adoJah instansi vertikal Direktorat Jendera1 Perbendaharaan yang 
memperoleh kuasa dari BendMara Umum Negara untuk rnelaksan akan 
sebagian fung!:li Kuasa Benda.hara Umum Negara . 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang sela njutnya d isingkat 
APBDc-s, a.dalah Renca,,a Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. 

7. Rekening Kas Umum Negara yang sela.njutnya dising_kat RKUN a dalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang d itentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Scndaha.ra Umum Negara untuk menampung seluruh 
pcnerimaan Negara drui membayar $Cluruh pengeluaran Negara pada bank 
sentral 

8, Rekc~ing Kas Umu~ Daerah yang selanjutnya disingkat RKUO adalah 
rekem_ng tcmpat peny1mpanan uang daerah yru,g dit.entukan oleh gubemur, 
bupau, atau wahkota untuk mc:na.mpung seluruh penerimaa.n-penerimaan 
daerah padQ bank yang ditetapkan. 

9. Rekc~ing Kas Desa yang sc:la.njutnya disebut RKD adalah rekening tempat 
penyu;npanan uang Pemerintahan Ocsa yang menampung seluruh 
pencnm..."'tftn . Desa dan untuk membayar scluruh pcngeluaran Oesa pada 
bank yang dttetapkan. 

10. Bantua~ Langsung ~nai Oesa yang selanjunya disingka.t BLT Oesa ada1ah 
pembenan uang tu~ru kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Oesa 
yang bersumbcr dart Dana Des.a untuk mengurangi dar.npak ekonomi akiba.t 
adanya pandemi Corona Virus lli..sease2019 (COV/ll-19). · 

[ 
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BABII 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian _Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 
d1alokas1kan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a . Alokasi Dasar; 
b . Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasa.l 2 huruf a, 
dihitung bcrdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Lebong dibagi jumlah desa 
sebagaimana te1ah ditetapkan daJam lampiran Peraturan Presidcn Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Ta.hun Anggaran 2020. 

Pasal 4 

(I) Alokasi afinnasi $<:tiap De-sa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 hurufb 
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 
memilikijumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Besaran aloka$i afirrnasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung berdasarkan kctentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengena.i Tata Cara Pengalokasian Dana Des.a. 

Pasal 5 

AJokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada 
desa-desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa, 
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (oulpt.d) Dana Desa, dan capa.ian 
hasiJ (ouioome) pembangunan desa. 

Pua! 6 

Penghitungan a.tokasi kine1ja setiap Desa sebagaimMa dimaksud pada PasaJ 5 
dilakukao dengan menggunakan bobot sebagai berikut: 
a . Pengelotaan Keuangan Desa dengan bobot 200/o; 
b. Pengelolaan Darta Desa dengan bobot 2~'o; 
c. Capaian ke1uaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan 
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%. 

Pasal7 

( 1) Penge1olaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a diniJai dari 
perubahan rasio PA.Des terhadap rota.I pendapatan AP80cs da.n rasio l 
bclanja bidang pembangunan dan pemberdayaan tcrhadap bidang APBDes. 

(2) Pengelolaan Oa.na Desa sebngo.imana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari 

1

_ 
persentase kesesua.ian bidang pembangunan dan pernbcrdayaan sebagai 
prioritas dana des..'\ terhadap total dana desa dan persentasc pengadaan 
barangjaaa dana dtsa $e<.:ara swakelola. 

(3) Capaian ke)uaran (<>utput) Dana Desa sebaga.ima.na pada Pasal 6 huruf c 
dinilai da.ri persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian 
output dana de~. 



/ 

(4) Cnpaian hnsil (outcome) pembangunan des.'\ scbagaimana pada Pasal 6 
huruf d dini1ai da.ri pcrubnhnn skor IDM, pcrubahan status d~. status 
dcsn tcrnkhir, dan pcrbaiknn jumlnh penduduk miskin. 

Paaal8 

A1okasi formula scbagaimana dimaksud padn ~~1 2 huruf ~• dihitung 
berdasarlmn data jumlah penduduk., angka k_cm1sk1nan~ luas wilayah, dan 
indeks kesulitan geografis yung Ucrsumber dan kementena!1 ya.ng be~w~nang 
dan/atau JembagA. yang menyelenggarakan urusa.n pemermtahan d1 b1dang 

statistik. 
Pasal 9 

Penghitungan alokasi formula sctiap Oesa sebag~ma~a d~maksud pada Pasal 
8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai benkut. 
AF Des.'\ - 110, 10 • Z1) • 10,so .. Zi) -t (0, 15,. Z3) + (0,25 • Z4)} * AF }(ab/KOl:;1 

Keterangan: 
= Alokasi Formula setiap Oesa AF Desa 

ZI = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 

22 

Z3 

24 

Ocsa Kabupaten Lebong ... 
= rasio jumlah penduduk misldn setiap Desa tet-hadap total 

penduduk miskin Desa Kabupaten Lebong ... . 
= rasio luas wilayah seliap Ocsa terhadap total luas \\f\layah 

Desa Kabupaten Lebong . .. 
• rasio JJ<G setiap Desa terhadap 1KG Desa Kabupaten Lebong 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota ... 

Pas.al 10 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk se6ap Desa di Kabupaten Lebong Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran l yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lebong ini. 

BAB Ill 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 11 

(1) Dana Desa disa.lurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Lebong dan penyaluran dana 
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD; 

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa 
ke RKD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati; 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
dalarn 3 {tiga) tahap, dengan ketentuan: 
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Jun.i 

sebesar 40% {empat puluh persen); 
b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling tambat minggu keempat 

bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan 
c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 200/o {dua puluh persen). 
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Paaa.1 12 

{l) PenyR.lurnn Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 1 l . ~at {4) 
dilaksa.naka.n sctelah l<epala KPPN selaku l<PA Penya!uran DAK F1$1k dan 
Oana. Dcsn menerima dokumen persyaratan OAK Fisik dan Dana. Dcsa 
menerima dokumen persyaratan pcnyaluron dari Bupati, dengan kctentuan: 
a . 1'ahap I bcrupa.: . 

l. Peraturan Bupati rnengenai ta.ta cam pcmbagian dan . penetapl\~ 
rincia.n oa~a Oesa setiap Oesa atau Keputusan Bupatt mengcnat 
penetapan rincian Dana Dcsa setiap Dcsa; dan 

2 . Surat kuasa peinindahbukuan Dano. Ocsa; 
b, To.hap II ta.op.a dokumcn persyarata.n; 
e. To.hap Ill bcrupa : . 

1. Pcraturan Bupati mengenai ta.ta cara pembagtan dan . penetap~ 
iincian Dana Des.a setiap Desa dan Peraturan . B~pati mcngenru 
perubuhan tata cara pcmbagian dan ptmetapan nncaan Dana Oesa, 
setiap Ocsa; 

2. Peraturan Oesa. mengenai APBOes; 
3. Laporan realisasi pcnyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran scbelumnya; dan 
4. Laporan reaJisasi penyerapan dan c.apai~ k~luaran Dana D~sa 

sampai dengan tahap JI menunjukkan reahsasl peny~rap.an pahng 
sedikit sebesar 50% (lima puluh ~ rsen) dan capalan keluera.n 
menunjukka.n paling aedikit sebesar SQ<l/o (lima puluh persen) . 

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan $Urat kuas..1. pemi.ndahbukuan 
Dana Desa sebagaimana di.maksud pa.da ayat (l) huruf a angka 2 untuk 
geluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran "Dana Desa ta.hap l pertarna ka1i. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c angka 3 dan 
angka 4 dihitttng berda.sarkan rata-ra.ta presentase capaian keluaran dari 
seluruh kegiatan setiap des..1., 

(4) Penyu.sunan Japoran reaHsasi penyerapan dan capaian kelua.ran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satu an 
keluaran, dan capaian keJua,ran. 

(SJ Ookumen persyaratan pcnyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau 
Wakjl Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(6) Pernerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) atas desa yang layak salur melalui 
aplikasi yang discdiakan oleh Oirektorat Jenderal Perbendaharaan. 

(7) Ookumen peroyaratan penyaluran Dana Oesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) d1sampa1kan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau 
dokumen elektronik (sojlcopy). 

(8) Dokumen elektronik /s_oftcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah 
melalu, aplikas, yang d1sed1akan oleh Oirektorat Jenderal Perbendaharaan. 

Pua! 13 

(I) Dalam ha! Oesa belum salur Dana Desa ta.hap I, Dana Desa disalurkan 
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 2 ayat ( I J dengan 
tambahan ketentuan : 

-
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A. Pcnynlurnn Dana Dcsa 1nha,p I dilnkukan dalam 3 (tiga) kali denga,n 

besnran: 
1, Pcnyoluran pcrt.nma scbe-sar l 5 % (lima betas perscn); 
2. Pcnynlumn kcdua scbesnr 1 S % (Hma be1as persen); dan 
3, Pcnyalumn ketiga sebesar 10% (i;.epuluh perscnl, 

h. Pcnyah.tm.n Dann Desa tahnp II dilakukan dalam 3 (tiga) kal i dcngan 
beAAran: 
1. Pcnynluran pcrtama $Cbcsar 15% (lima belas persen); 
2. Penyalumn kedua sebcsar 15% (lirna belas perscn); dan 
3. P<.:nyalumn ketiga sebesnr 10%, ($Cpu luh persen), 

c. Penyaluran Dana Oesa sebagaima.na dimaksud huru! a dan huruf b 
dengan rentang waktu antar penyaturan paling cepat 2 (dual minggu; dan 

d . 1"ahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c 
dnn memenuhi persyaratan penyaJuran sebagaimana dimaksud <la.lam 
pasal 12 ayat (1) huruf c . 

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Oesa tahap I sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (4): 
a,. Penyalurnn Dana Desa tah.ap II dilakukan dala.m 3 (tiga) kali dengan 

besaran: 
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (Ii.ma betas persen); 
2 . Penyaluran kedua 15% {lima belas persen); dan 
3. Penyalu ran ketiga 100/4 (sepuluh persenJ. 

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan 
rentang waktu antar penyaJuran paling cepat 2 (dua) minggu; dan 

c. Tahap Ill dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e 
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat(l) huru r c. 

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 11 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l l ayat (4), ponyaluran Dana Desa tahap 111 dilaksanakan 
se.suai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi pereyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 12 ayat (I). 

Pasal 14 

(I) Dalam rangka penyarnpaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I), Kepala Desa menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan: 
a. Tahap I tanpa dokumen per$yaratan; 
b. Tahap II tanpa dokumcn persyaratan; dan 
c. Tahap JU berupa: 

1. Peraturan Desa mengenai APBDes; 
2. Laporan realisasi pc.nyerapan dan capaian keluaran Dana Dcsa tahun 

anggaran sebclumnya; dan 
3. Lapor8:" realisasi pcnyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

~ P~• dengan tahap JJ menunjukkan realisasi penyerapan paling 
sed11<lt . sebesar 50% (Uma puluh persen) dan capaian keluaran 
menuruukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen). 

I 

\ 



(2) Capaian kcluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c angka 2 dan 
angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari 
seluruh kcgiatan setiap dcsa. 

(3) Pcnyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) dilakukan sesua.i dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume 
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dengan kondisi penyerapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati 
menyampaikan dokumen pcrsyaratan penyaluran atas Desa yang layak 
salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa 
setiap minggu. 

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan 
tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu 
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 15 

(l) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) sampai dengan 
berakhimya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi s isa 
Dana Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 16 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja 
Pemerintah Desa. 

(2) Prioritas Peng_gunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi alas 
pandemi Corona Vi,us Disease2019 (COVJD-19), antara lain berupa: 
a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19); 

dan/atau 
b. Jaring pengaman sosial di Desa. 



I 
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(31 Dana Desa dapat digunakan untuk mcmbiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) sctelah mendapat persetujuan bupati. 

(4) Persetujuan Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada 
saat cvaluasi nu,cangan peraturan Desa mengenai APBDes. 

Pasal 17 

(l) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di Oesa sebagai keluarga penerima manfaat. 

(2) Pemcrintah Oesa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT 
Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (! ). . . 

(3) Calon keluarga penerima manfaal BLT Desa sebaga,mana d1maksud pada 
ayat (I) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: . . . . 
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdonus1h d1 Desa 

bersangkutan; dan 
b. Tidak termasuk pcncrima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH}, 

Bantuan Pangan Non Tonai (BPNT), Bantuan Sosial Tonai (SST) 
Kementerian Sosial,dan Kartu Pra Kerja. 

(4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu 
Kesejahtcraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. 

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I} ditetapkan sebesar: 
a . Rp. 600.000 (enam ran1s ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai 

dcngan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan. 
b. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai 

dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. 
(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 

selama 6 (enam) bulan kk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020. 

(7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penataan data 
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Oaerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

Pasal 18 

(I) Pelaksanaan kcgiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamalran dilakukan 
seeara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku 
lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menycrap tenaga kerja dari 
masyarakat Desa setempat. 
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I Pua! 19 

(l) Kepal~ Dcsa bcl'\llnggungjawnb atas penggunaan Oarui De.a 

(21 Pcmcnntnh dnerllh d 1 · · 

De 
npnl me nkukan pendompmgon atua penSlJUmwn Dana 

sa. 
(31 PcndOJT1pingnn ocbngoimona dinmkoud pndn l\)'tll (2) dibcbankan pada 

Ansgar.in Pcndnpatan dnn Bclnnja Dnerah. 

BABV 
KETE NTUAN PENUTUP 

Pa1al 20 

Ocngon bcTloku.nya Pc:ratumn 8ui>0ti ini ma.Jal ~curan Bupati Lcbong Nomor 

3 1'a.hun 2020 tc:ntong Tntu Caro Pemba,gian don Penc:tapan Rincian Dana Oesa 

Seliap Desa Kabupatcn Lebong Tahun Angga.mn 2020 dicabut dnn dinynta.lum 

tidak bcrloku. 

Palal21 

Peraturon Bupati lnl mulni berlnku padn tanggo.1 diundangka.n. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcriruohkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dcngan penempo.tannya. dalam Berita. Daerah Kabupaten Lebong. 

Oitetapkan di Tubci 
pado tan1ll;l\J 29 Juni 2020 

"'8UPATI LEBONO, 

1., ·Jo 

Diundangkan di Tubci 
1 H. RO ONSYAH 

pada tanggal 29 Juni 2020 

BEKRBTARIB DAERAH 
1CAB ATJllf LB NO, 

H. IIUSTARANI 

BERITA OAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 30 

PElilER/1/Til.H KA&tP,\TEll lEBOI/G' 
BAGIAil HUKUM 

re Ft~·tLt.4ff f.rO~llt: HU~l.lY , 
f.15:l~IE.'1~ 

f 



No. Kecamatan 

/J J Fn 

I Lebon1< Utara 
2 Lebon" Utara 
3 Lebon• Utara 
4 Lebon11 Vtara 
5 I Lebont< Utarn 

6 l Lebong Utara 

7 I Lebong_ Utara 

8 Lebong Utara 

9 Lebon1< Utara 

10 Lebon11 Utara 

11 Lebon• Atas 

12 I Lebon« At.a• 

13 I Lebonit Atas 

l,&.n\p irfln : Pcratul"1Ul 
Nornor 
Tonggal 

Bupati t.ebong 
Tahun 2020 

2020 

KEaTAS KEIWA PENGHITUNOAN DANA DE:s,\ Sl!lup DES/l 

KABIIPATE!f LBBO!fG 

TAHON ANGOARAN 2020 

Na.ma Dosa Alokasi 
Alokaal Formula 

Alokaai Daaar Alokui Pa.gu Dana 
A11rmuJ Klo,,ja AJ.ok:aal Formula l>c$&per-DeM 

13) 141 
(8 ) 

IS/ 161 f/1 

Oandunn 651.999.000 142.430.000 794.429.000 . . 
Tun--an1r 651.999.000 . . 305.991.000 957.990.000 

Talanv Ulu 651.999.000 . . 205.944 .000 857.943.000 

Nan,_ ... ; Amen 651.999.000 . . 169.860.000 821.859.000 

Lebon• Tamban• 651.999.000 . . I 98.675.000 850.674.000 

Ladang 
Palembane 651.999.000 

. . 262.738.000 914.737 .000 

Kamoune: Ca.Jam 651.999.000 . . 94.417.000 746.416.000 

Kampung Muara . . 148.823.000 
800.822.000 

Aman 651.999.000 

Lokasari 651.999.000 . . 88.018.000 740.017.000 

Gandune 8aru 651.999.000 . . 130.244 .000 782.243.000 

Sukau Ka,·o 651.999.000 . . 148.369.000 800.368.000 

651.999.000 
. 235.863.000 887.862.000 

Tik Tebinr, 
. 

651.999.000 
. 227.434.000 879.433.000 

Tabeak Blau 
. 

~ - ,,. ·- ,,,.., 
;--.__ ., ••ril::i $ii: - "" 



,-::: 

14 Loban .... 
IS L<bon .... TAbt-Ak Bk\u I <oSl.999.000 . 1BA,~ ·()()9, 83~~ 

Oancu 
16 l.c!?.on AW 

651 0.000 . . ,:-tS.".iWOO 
!;97.~~. 0 

11 Lebon-;; ·r~ h 
Blau 65 1.999, 0 . . 137.SZ!l.090 

,Q9,5~ 2.0QQ 

,. 'fA,"lj~ e,:,BunA:ii 1 6S L<J9'>.000 
. ~ .&.:g,Q~ 

Lebon 1'cn ~ 
. • .., .. 

10 Lcbon" 1'en 
Sc,n,d a.llo I 651.9~ 

. 
2so.o.i6.oOO 

902,04 .000 

-=._,..tA fl=-
. 

20 t.e•,01\f; '1 M 8Jl.h . 

()~ J.999 000 . ~u .569000 
.S6Q.000 

21 
K:i.r~m-A••~g_ GSl.999()00 . _ l§__l .3n()()O: 80~ 

~l)l)1lg 'lcri'""/lh ~ lllkoll 6Sl.'J?9.00Q 
. $48.90 )_,.QQ.Q_ . 196,992:·00P 

22 Ubon- icn •ah Sccm:l:.l"° JU _....§:S L Q?'J.000 
. 91s.926,0()() . 2(i4.n'fl.000 

23 Lcbon- ,:r.-nce,h §Cmt-laJlo 

. 8'/0. t02."00 

I 
65 1.9 . . 000 . . 2 1s.103.00Q 

24 Le T'cnt•&.h 08,1\.llU ....... n~: 6Sl.999,<l00 
QO 44~.oOQ ~ ;±i~ .. 1.cbc>n" , ~ .. II,)\ 

. . 
Suk &. 0 AJ'll.;1i 651.999.000 . . i t ., u».oO" @9 io s .ooo 

26 1,e~- 'ten •/lb T~•lf,m & Bun"" i II 6$1.?99.00Q: . )$9.169.0¢()_ 84 U C.S,000 

27 I l.cllon - $cl:1.l.'!.n Kn lliDom ,k 6Sl~,.9'J.000- . I . 3 75,749 .000 t.0 30.748 000 

28 I Lcbc)ol" Sd !UAO Tur,.o.,, i i 0w · 65J.99'.l.000 . . I 5,3.2?$.000 • sos .277 .ooo 

29 bon • Sr.L:IUU'I Sulqo SAn 651.999,000 . . 1'/!l.16 7 .000 8'lS . t6 6 .000 

30 1.cl.10n- Sl-lAt.1.n ,\ IA~ l;-Sl.999.0ot> . . r-.os-.ooo Qt O,O:'>'l,"00 

31 Uhon ~ ~e!:1.Uut 'l'ik .reniil.l! 651.'J¥.l.000 . . 200.608.000 852.()07 .000 

32 1.cbun"' Sc-11'.ltmt Man~i W.-..~• 11.51 9"/9.000 . . $40.667,000 1.001.6(>6 .000 

33 Rim bo h i, dtl l'l .. 'ht.lAII,. R>amu <::11.m.000 . 18 L450,000 833,4'6').000 

34 I Rim ho J\~ ~a<J 
Bio,; 8<"11 k -051.999.000 . 2~ 650. 919.649.000 

35 I Ri mbo ~ne d.'!.n8 
7 ik Kuto 6§.h."99.000 . . H S ,'353.000 797,3 :'>2~ 

Riinbo ~o&;!dttll"' 
Tch.lk O{('.it 

<::l l .999.000 . . 1% .622. --..-S0.6 21 0 

37 Rlmbo ?e-1) dAn•·• 
g , • k 6~ 000 . . 172.4 2$.000 824.427.000 

,. To 
'TU; Siro1)" _ , . ~1.999.000 . , .. .000 2.L9.4413.000 \ ,5,ll..li44 .OOQ.. 

39 1'<> • Sul,m N~ ri 6Sl.'i99.000 . (,\~,09(,.01)() 199.494.00() 995.5&9 ,000 

~ ·- . 



f 65 1 P!t._ia\)aj ,, ' 

I 
~ 

I -----~~· Ou~~••n 
66 

P~:li Tabea.t Blau 11 t-P.-1- ~~- l<Q~''""' . RuS Pel!1"iai Tfk 'l'ele~.......,_ 
69 I .fela:_bai ~~ 
~ A1E:..~n N&nt!;:J'F;~";'lu--J ~ 

f--LLJ_ Am!n N•&~u I J~l 
I 72 I Artt( ll ~Ii< "i:-. R3 I ,_,;;-~n _iukAu •!ci,, I : 

74 ! Amen Sukau R:i;Q: 
?s _, A)hcn I 7'aLnng nu;m t 
76 I Ame;:. J ~ ·Ja~Jl_~ -
77 1 Amen I G,u·u.!-----t 
78 run'cn ~£!~!!S,_J 
79 _J_ Ura1;Java _ Ernbons --i 
80 Urnm Ja ·a En,bone .L._i. 
81 -j Uram -:1a\'8. h'.ow. B., r'°'~-- 1 • ~ 
82 I lframJ-;.,,s, _J(otA Mu_';!&.._ 6~ 

Lcmt:u 6.S, ~ 83 I Ur..un Jax.a I J.);AJa t>S_l 
.§j____ --.ll~_m_J a \,a P:!n " -- -R85 I UrQ.m ,Java Ttimm.,i 1 , 

86 ! Pinnng Eel~pfa Kcieno,;•s} , t; ~ Pi nan~ ~.t!:::ei i; Ke1cn<ms. JI J (?: 
8S Pinnne S-elaui~ lfotcn-onP J3~• 6 
89 _ Pin;ulg Edan!.~ _ ~ ml.AA.nt:: Sav.~ 6 
90 Pintmg Belapis Air l<o.a.@~ 6: 
91 I f>ina,l.s.J?<!fapi:s -r Bioo. P\1ti~k G: 

--_:;:~ . 
249.934.000 901.933,000 . 

786 .452.000 - .!>~J.m.ooo r-~ . 13 4,4$3:.000 
863.403.000 -.§lli99:o«i' . 2 JJ .404.000 
861.0.Z,S.OOO 6$1 .999.000 215,026.000 

I us.016.000 ] ?~000 . 236.077.000 
l';i(>.62<1.000 7i8.623,000 2.§.W~O!IQ. . 

778.486.000 J2G.487.000 651 .999.000 
i (,4.0<lJ.000 S l b .0<1 '2.000 j§.1.m,000 . 

805.-187.0 00 . !$3A$S.000 651.999.(X)Q . 57, 125.000 7(.Y,}. i24.000 §:/H,999 .00Q_ . 
)¢4.(120.000 796.6 19 .000 !};il.9!>9.000 . . 93 ,13 4.000 74$. 1 ~3.000 -l?e.! 99~9.000 . . 173.089.0 00 82S,088.000 ~ (>Sf.999.000 . . J27.760 . 0 779.759.000 _js1.999Jxx> I . N.f.CIJ6.000 J 18.2•Ul.OOO 914 .343.000 _§§J....2..~:.000 . ious.;.ooo 753.-183.000 t~ . . 114,619.000 I 766.6 I 8.000 I 999.(X)O . i44h.l6.000 I 18.860.0 00 91-t.955 .000 I~ . . "276.5 10 .000 928,509.000 [.999.000 . . 7S.:\.3-0.000 730.329.000 •1.:.1 999,_~ . . J 14.007 .()00 766.006.000 Si.999000 . . _J89.l80.000 841. l'i9.000 51.999.000 . H.f .O!IS.«x) t 83.06S.OOO 9'i9. 160.000 5 1.999.000 . Jil<l,096.000 186.999.000 9 83 .09-t.Ooo 51.999.(IOO . 144.096.000 2-12.(,50.000 1.oss.7-1s.o,_ 51.999.ooo . . - _'.l?0.9',l'J.000 922.972.000 ,s 1.999.000 . I . l.!18.934.0()() 600.933.0()() 

~ 
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I •o I To1ws I 4 1 I Topos A;ai SianE:_ 
I 65 1.999.000 

~g_Oonok . 9os.~os_ooo 42 Topos 6 5 1.999.000 253.406,000 

I 43 1'o~ s 
'.l)la.ng Donok 1 . . 

, 98.956.000 750.955.000 

I ial.a;1~ Bani I 
(?51.999.000 . . 

l !>3.478.000 SOS.477.000 
44 1'01>Z;; 65 I. 999. 000 . 834.73 1.000 

-~Oa-rull 
. i_l82.732.000 45 Bin"in l<uning 65 1.999.000 ~- 794.488.000: 

1'3nu)g Oapo Arns . 142.489.000 
46 , 6?1 .999.000 1.120.889.000 Bingin KJ.lning Bukit Nibml;; 

. 1.;.;,9%.000 3'24.794.000 

Bingin K..:ining: Karan& Oapo 
05 1.999.000- . 227.425.000 879.42 4.000 

47 
48 Bini:.in Kunin"' 

Ba\~·al1 6 51.999.000 . )97.974.000 849,973,0 00 
Put!._e.guk P~daro 651.999.000 

. 
9 16 .666.000 

49 Binoi.n Kunii,~ 
. 264.667 .000 

Tatang Kerind 
. 

Pe lttl>uha.n i aiatls 
651 .999.000 . . 139 .090.000 791.089.000 

5 0 Bingin f{!:!El11g l L.iak ~Sl.999.000 . 157.667.000 809 .666.000 
51 Bin--n !<unina- I 1'a1an" ~ : I 

. 
l}SJ.999.000 . . 230. lOJ.000 882.10 2 .000 

52 B in gi t'1 I\ ill.l!!!g I ..I~Jang Lia).: JI G~J..:.999.ooQ. 20&.44~.ooo 858. 443 .000 . . 
53 Bin'1'in !\~.mins; Buns.in 65 1.t99,000 . . 183.18·1.000 835. 183.000 
54 I Lebon~ ~=:?.:!.1.: ti I Ujuns ianj u.itr:- J ~5 1.999.000 . 227 .0•'2.000 879.0 41.000 

' 
. 

55 Lebo,,..,. Sakti Ml.l1tlng~uf1;· 6.5 1. 999 .. 000 . . 109.945.000 761.944 .000 

56 Lebong ~ak ll Y)tirsg i ':;i1tit1r;C>· 11 (}§.1.999.000 . . 2<:l0.524.000 9 42.523.000 

57 I Lebono_Sakti L!':W.g,__Tonjur,g Ill 6S! .999.000 . . _ ?!&Q7..:000 73~ 0 ~ 9.Q.2_ 

58 l..ebong._~ <ri M- -cJa13g l~<ll'U I 6S1.999.000 . . )40.303.000 792.30 2.000 

59 Lebon<> $ akci t.emc-u Pi! 6S.l .999--:ooci . I . 147.343.000 -222.3 42.000 . 
60 l..ehon.s._ Snk ti 'J'ubeak Kattk 65 1.999.000 . . 136.%3.000 788.962.000 

61 I Lcbong Sakti T~ DJ.eoa ~S l.999.000 . . 1.fil!:5182.000 820.981.000 

6 2 I Lebone.Sakti Suka Bumi _65 1.999.000 . . 129.399.000 781.398.000 

63 I Pelabai I 
Sukau Data!!~ I 6?1.999.000 18) .634.000 . 473.0t19.000 1.306.682.000 

I Pelabai Sukau Oa1a11RI 651.999.000 . . 180.254.000 832.253.00 0 
_64 __ 

~ .. 


